LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1238 SERID NOMOR 4

Menimbang

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT It REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT || REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMBANG

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Neger

Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kera Dinas Pariwisata Daerah Tingkat | dan Dinas Pariwisalza
Tingkat |l, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali
organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat || Rembang.

. bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/

SJtanggal 21 Oklober 1994 telah ditetapkan pola Organisasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat ii Rembang
dengan Pola Minimal ;

. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas. maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
periu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud
Keputusan Menteri Dalam negeri tersebut di atas yang
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang.
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik indone-
sia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyslenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat I! (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Inde-
nesia Nomor 3487);
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Kepulusan Menteri Dalarm Negeri Nomor 87 Tahun 1983
tentang Pola Organisasi Pemeriniah Daerah dan Wilayai;

7. Keputusan RMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1893
tentang Pedoman Organisast Dinas Daerah;

8. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1983
tentang Pedoman Crganisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisaia
Daerah Tingkat | dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG .
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat il Rembang ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat || Rembang ,

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Il

Rembang;

. Unit Peiaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembang ,

g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejurniah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsionai yang terbagi dalam berbagai kelompok susunan dengan bidang
keahlian
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BAB i
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana FPemenntah Daerah dibidang
Panwisata.

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan berianggung jawab kepada Bupati Kepaia Daeran.

Pasal 2

Dinas Pariwisala mompunyal lugas pokak membantu Bupati Kepala Daerah dalam
melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang
kepariwisataan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini,

Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan
pembinaan, pemberian peiijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
beriaku.
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b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan
kebiaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB il

Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

2]

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan dengan Pola Minimal.
Pasal 6

(1) Susunan QOrganisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
a. Kepaia Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

Seksi Sarana Pariwisata;

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;

Unit Peiaksana Teknis Dinas;

g Kelompok Jabatan Fungsionai;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-
masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

{3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran,
yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi

umum perlengkapan dan rumah tangga. perencanaan, administrasi keuangan dan
kepegawaian,



?

aoow

=5 o

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

melakukan urusan umum, kearsipan, periengkapan dan rumah tangga;
melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas;

melakukan urusan keuangan;

melakukan urusan pembinaan kepegawaian.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Umum;
b. Urusan Perencanaan;,
c. Urusan Keuangan;

{2y Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

{1y Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan
- pengadaan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian:
{(2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,
mengkoordinasikan dan mensistimasikan rencana kegiatan diatas:
(3} Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan
pertangungjawaban keuangan.

Bagian Keempat
Hepaia Dinas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata

Danal 42
Sazal 12

Untuk menyelenggarakan tugas iersebul pada Pasai 12 Perasturan Daeran un, Seksi

ObyekK dan Daya Tarik Wisala mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembanagan obyek wisata, atraksi wisata,
rekreasi dan hiburan umum;

b. menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata,
rekreasi dan hiburan umum;

¢. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi
dan hiburan umum;
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d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan
dan evaluasi kegiatan.
Pasal 14

(1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Obyek Wisata,

0. Sub Seksi Atraksi Wisaia ;

¢. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
{2) Sub Seksx suu ‘:ek':lt rsebut

Pasai i5

(1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, bahan laporan dan peiijinan serta pemantauan Obyek Visaia,
{2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai iugas mengumpuikan dan menyusitn hahan
pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Atraksi Wisata
{3} Sub Seksi Rekreasidan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpuikan dan
menyusun bahan pembinaan. bahan laporan dan perijinan seria pemantanan
rekreasi dan hiburan umum.
Bagian Kelima
Seksi Sarana Pariwisata
Pasai 16
Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.
. Pasal17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi

Sarana Pariwisata mempunyai fungsi

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja
pariwisata;

b. menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan akemodasi, rumah makan dan bar
serta ketenagakerjaan;

¢. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan
tenaga kerja pariwisata;

d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan
dan evaluasi kegiatan.
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Pasal 18
(1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
a. Sub Seksi Akomodasi;
b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
c. Sub Seksi Kelenayakerjaan.
{2) Sub Seksi-sul seksi iersebut pada ayat(
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Pasal 19

Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengf_."nnulken dan menyusun bahan

Pemuinaan, Uaiiain lapuian dan peiijinan seita permantuan Akomodasl

(2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpuikan dan
menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan
ruman makan dan bar,

(3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan tenaga kerna
pariwisala

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata
Pasal 20
Seksi Pemasaran Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan. pengembangan dan pemantauan pemasaran seria penvuiuhan wisaia.
Pasai 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi

Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasararan dan penyuluhan

wisata ;

b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan

pemantauan dan evaluasi kegiatan ;

¢. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluharn wisata ;

Pasal 22
(1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Promosi;
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b. Sub Seksi Pelayanan informasi,
c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.,

Sub Seksi -sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan wisata.

Pasal 23

Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan dan laporan serta kegiatan Promosi.

Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpuikan, menyusun
bahan pembinaan keigatan pelayanan informasi.

Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun
bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksanan Teknis Dinas

Pasal 24
laksana Teknis Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan kriteria yang akan
an oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan fungsicanal

Pasal 25
Keiompok Jabatan Fungsionai mempunyar tugas melaksanakan sebagaimana
tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungisonal sehagaiména tersebut pada ayat (1) Pasal ini,
dtipmpin oieh seorang tenaga fungsionai senior seiaku keiua keiompok yang
herada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkuian.

Pasai 26

Keiompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan masing-maing dipimpin oleh seorang ienaga fungsional
senior.
Jumiah tenaga fungsioanai ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. '
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Organisasi Dinas Pariwisata,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsiona! wajib menerapkan

prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik kedatam lingkungan masing-masing
mauniin antar satuan organisasi sesuai denan tugas masing-masing

Pasal 28
(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditctapkan oleh Bupati Kepaia Daerah.
(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan

mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan vang berada
datam lingkungan dinasnya

BABV
KETENTUAN KEPEGAWAIAN
Pasal 29
(1) Pejabat yang memimpin bidang ketatausahaan pada Dinas Pariwisz: s

merupakan sekretaris Dinas Pariwisata.

(2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31
(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Rembang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi
dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 1| Rembang
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ll REMBANG
TINGKAT Il REMBANG
KETUA
SOEGENG SARWONGC Ors. H WACHID! RIJONG
DISAHKAN

Dengan Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah,
tanggal 15 Juii 1998 Nomor : 188.3/164/1998.
An. SEKRETARIS WIL_AYAH/DAERAH TINGKAT i JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran DaerahKabupaten Daerah

Tingkat |l Rembang Nomor 7 Tahun 1988 Sen D Nomor 4
pada tanggal 22 Juli 1998
Sekrataris Wilavah/Daerah Tinagkat li
R e mbang

ir. SLAMET PRAWIRD
Pembina Utama Muda
NIP. 500 042 180
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
PENJELASAN UMUM .

Berdasarkan Peraiuran Pemeriniah Nomor 24 Tahun 1979 tentang
Penyerahan Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat | dan melalui Peraturan Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomeor 7 Tahun 1984, telah diserahkan sebagian urusan Pemenntah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat
il Rembang.

Untuk febih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasii guna
khususnya dibidang kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1l
Rembang, makadipandang perlu meninjau, menyempumakan dan menetapkan
kembaii Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaien Daerah Tingka t
il Rembang. :

Untuk maksud tersebut. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Normor 49 Tahun 1893 jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat | dan Dinas
Pariwasata Daerah Tingkat if dan teiah ditetapkan untuk Kabupaten Daerah Tingkat
il Rembang Pola Organisasi Dinas Pariwisata denan Pola Minimal. Untuk itu
dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dina Pariwisata
Kabupaten Daerah Tingkat il Rembang kedaiam Peraturan Daerah.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1s/d3 : Cukupjeias.

Pasal 4 . Yang dimaksud dengan :

a. Kebijaksanaan operasional adalah kebijaksanaan yang
meliputi pengembangan-pengembangan disegala bidang
kepariwisataan yang didalamnya terkandung obyek-obyek
wisata, pramuwisata, penginapan, rumah makan, hiburan
umum dan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan
peranan kepariwisataan.



Pasai 5

Pasal 6

Pasal 7s/d 22
Pasal 24

Pasal 25 s/d 31

SR

b. Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pokok adalah
pengendalian disegala bidang urusan kepariwisataan yang
meliputi obyek-obyek wisata, pramuwisata, penginapan,
rumah makan, hiburan umum dan promosi pariwisata agar
iebih berdaya guna dan berhasii guna, efekiif dan efisien.

Pola Organisasi adalah kondisi Struktural dari Organisasi
Pariwisata yang ditentukan atas dasar beban kerja yang
dilaksarakan (berdasakan Sural Menten Dalam Negeri Nomor
061/3605/54d beniuk Grganisasi Dinas Pariwisata menganut
pola minimal).

Susunan Crganisasi adalah pencerminan dari urusan-urusan
yang menjadi kewenangan pangkal dari Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang dan Pengembangan
Dinas Pariwisata.

Cukup jelas.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat

dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oieh
Menteri Dalam Negeri.

Cukup jelas
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BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG

e —

|

KELOMPOK
JABATAN FUNSIONAL

SEKSI OBYEK DAN
DAYA TARIK WISATA

|

SUB SEKSI

OEYEK WISATA

SUB SEKSI

ATRAKSI WISATA

SUB SEKSI REKREAS!
i DAN HIBURAN UMUM

LAMPIRAN : Pcraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat ,

Rembang Nomor 6 Tahun 1997  leniang
Organisasi dan Tata Kerga Dinas Pariwisata
Kabupaten Dasrah Tingkat II Rembang.

SUB BAGIAN TATA USAHA
| _ !
| uRuSAN URUSAN URUSAN
| uMUwM PERENCANAAN KEUANGAN |-

l
?

SEKSI SARANA

SEKSI PEMASARAN DAN

PARIWISATA PENYULUHAN WISATA
— j s —
SUB SEKSI SUB SEKS!
AKOMODASH - PROMGSI
SUB SEKS!| RUMAH SUB SEKSI

MAKAN DAN BAR | PELAYANAN INFORMASI
SUB SEKSI SUE SEKSI
KETENAGA KERJAAN N BiMBINGAN WISATA

UPTD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
REMBANG

Ketua

SOEGENG SARWCNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT |l

REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONC



